PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA
JIn. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 /2 / C-STR/2019

TENTANG

ir E EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI RAWANG GUNUANG MALELO
=5 SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT SUTERA,

Wali NAGARI RAWANG GUNUANG MALELO
! Kecamatan SUTERA Nomor : 140/70/WN-
2019 tanggal 30 November 2019 perihal
paian Rancangan Perubahan APB NAGARI RAWANG
G MALELO SURANTIH Tahun Anggaran 2019;

: Surat

ik melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2)

pati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
Pengelolaan Keuangan Nagari di
Jatan Tahun Anggaran 2017, perlu

ANTIH Kecamatan SUTERA
dan Belanja Nagari

2 Tahun 1956 tentang
ym Kabupaten Dalam
Sumatera Tengah
esia Tahun 1956
omor 21 Tahun
Indonesia Tahun
8 (Lembaran
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Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
y Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
i Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

E 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
R Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
PRI Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lemibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Negara (Lembaran Negara Republik
in 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
¢ Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 22
g Perubahan Atas Peraturan
un 2014 tentang Dana Desa
aran Pendapatan dan Belanja
. Republik Indonesia Tahun
embaran Negara Republik

Nomor 20 Tahun 2018
o (Berita Negara
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f 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
f Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7
Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015
Tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017
Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun
Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019
Tentang Standar Biaya pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2019;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2018

~ Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi

- Dan  Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
~ dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

turan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2018

ng Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi

agari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
)aerah Tahun Anggaran 2019;

ti Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017
man Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun

UTUSKAN:

NAGARI RAWANG
Kecamatan SUTERA

o
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KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak
menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari
dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir

Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak
terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah
dilakukan Evaluasi.

: Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait
! pelaksa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
e e Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan
 tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum

- Ditetapkan di Surantih
pada tanggal 25" November 2019
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 140 /38/C-STR/2019
o s TANGGAL  : 9 SNovember 2019
SI RANCANGAN PERATURAN NAGARI RAWANG GUNUANG MALELO

> SURANTIH
AMATAN SUTERA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI RAWANG
GUNUANG MALELO SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang
Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2019 yaitu :

a. Pendapatan sebesar Rp1.985.726.400,00,- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.0,-

2) Dana Transfer sebesar Rp1.985.726.400,00,-
3) Pendapatan Lain - Lain Rp.0,-

4) Bantuan keuangan provinsi Rp. 0,-

Ja sebesar Rp 2.107.388.079,27,- dengan rincian :
nggaraan Pemerintahan Nagari

pembangunan Nagari Rp1.306.379.733,00,-
 kemasyarakatan Nagari Rp 53.809.140,00,-

aan masyarakat Nagari Rp 120.264.500,00,-
Bencana, Darurat dan Mendesak

79,27,- dengan rincian :

GUNUANG MALELO
dapatan dan Belanja
n kepada Pemerintah
it SUTERA sudah
S Nagari untuk
. mendapatkan
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Dalam menganggarkan .
pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip
penganggaran pendapatan tersebut diftas.

1 I?,f'arg':ll:an pada nagari memperbaiki :
y beglta a(?:r;“;glatan TPT samping kantor Wali Nagari dilengkapi dengan
ang men kegiatan
) yang bl g erangkan alasan perubahan dan nama Kegla
v Keglaigan Pemblf\ngunan TPT TK Karya Bunda Gn. Malelo disarankan pada
nagari tetap dilanjutkan, berhubung TPT sudah dikerjakan oleh dana
daerah, maka disarankan untuk pembuatan : Plafon, APE dan
normalisasi _halaman TK. Kegiatan ini dirincikan dalam RKA APB Nagari
3. Kegiatan lajutan Puskesri Lanpanjang dilanjutkan, disarankan tahun
2020 tidak dianggarkan lagi karena sudah dianggarkan tiga tahun
berturut-turut.
4. Penambahan Siltap wali dan perangkat disarankan kepada nagari dikaji
ulang kembali (sesuai dengan sumber pendanaan ADD)
5. Kegiatan profil nagari tetap dilanjutkan.

C. BELANJA

1.Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan
agari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
ri, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan
catan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan
a berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan
Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah
angan  lain yang ditugaskan oleh
insi/Pemerintah Kabupaten, hak asal

serta kewenangan lokal berskala Nagari.

) penganggaran belanja tersebut, agar
Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016

an Nagari di Kabupaten
takan bahwa Alokasi

nor 69 Tahun

¥
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Surantih, 2¢ November 2019

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA JABATAN DALAM TIM T, l\ TANGAN
2 3 /4

Fachruddin, SH Penanggung Jawab
Akpal Rizonly Ketua

Iwal, S.Pt Sekretaris
Akmal Anggota

Eli Suryani Anggota

o . Anggota
‘Sefni Indra Juita

i Anggota
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